PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 1985

TENTANG
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3)

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan, dipandang perlu menetapkan Pembagian Hasil Penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG

(1)
(@)

)
(4)

PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan negara;

10 % (sepuluh persen) dari hasil penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) merupakan bagian penerimaan untuk Pemerintah Pusat dan harus disetor
sepenuhnya ke Kas Negara;

90 % (sembilan puluh persen) dari hasil penerimaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) merupakan bagian penerimaan untuk Pemerintah Daerah;

Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) setelah dikurangi
dengan biaya untuk melakukan pemungutan sebesar 10 % (sepuluh persen),
dibagi untuk Pemerintah Daerah Tingkat | dan Pemerintan Daerah Tingkat Il
dengan imbangan sebagai berikut :

a. Pemerintah Daerah Tingkat 1:20 % (dua puluh persen);

b. Pemerintah Daerah Tingkat 11:80 % (delapan puluh persen).
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